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SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 81 TAHUN 2017 -

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa untuk meclaksanakan kctentuan pasal 516 Pcraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 entang
Ketentuan mengenai Struktur pcjabat pengelolaan barang milik
daerah dan formal pengelolaan barang milik daerah , perlu
menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tcntang Pembentukan

3.

S.

Dacrah-Dacrah Tingkat Il dalam wilayah Dacrah-dacrah Tingkal
1. Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1651});
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemcrintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemcrintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533); '
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/Dacrah Berupa Kendaraan Pcrorangan
Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemcerintahan Dacrah
scbagaimana (clah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 lentang  Perubahan  Atas

idih.bulelengkab.go.id


DELL
Typewritten text
SALINAN 

DELL
Rectangle


Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

a dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

6. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pcdoman Tcknis Pcngelolaan  Barang Milik Dacrah (Berita
Ncgara Republik Indoncsia Nomor 547 Tahun 2016);

un 2017

7. Peraturan Dacrah Kabupatcn Buleleng Nomor 6 Tah
tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Lcmbaran Dacrah

Kabupaten Bulcleng Tahun 2017 Nomor 6).

Peraturan Menteri
Standarisasi Saran

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

Mcnctapkan :
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal i
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupali Buleleng.

sclanjutnya discbut

3. Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah yang
DPRD adalah Dcwan perwakilan Rakyal Dacrah Kabupaten

Bulcleng.
4. Sckretaris Dacrah adalah gekretaris  Dacrah Kabupaten
Bulcleng.
Daerah yang sclanjutnya discbut

5. Satuan Kerja Perangkat
SKPD adalah pcrangkal dacra
sclaku pengguna barang.

6. Unit Pclaksana Tcknis Dinas yang sclanjutnya discbut UPTD
adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

program SKPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang sclanjutnya
discbut APBD adalah Anggaran Pcndapatan dan Bclanja

h pada pcmerintah daerah

Daerah Kabupaten Bulcleng.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah
dibeli atau diperolch atas beban APBD

semua barang yang
atau berasal dari perolchan lainnya yang sah.
9. Pcmcgang kckuasaan pengelolaan barang milik dacrah adalah

Bupati.
10. Pengcelola
Pengelola  Barang
bertanggung jawab melakukan koo
milik daerah.
11. Pcjabat Pcna
mempunyai fungsi pengel
pcjabat pengelola keuangan dacrah.
12. Pengguna barang adalah pcjabat
) %cnggunaan barang milik dacrah.
. Barang milik dacrah adalah semua baran ang dibeli
diperolch atas beban APBD atau berasal das.i pzrolghii:igi:;i:

yang sah.

Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya discbul
adalah pcjabat yang berwenang  dan
rdinasi pengelolaan barang

tausahaan Barang adalah kcpala SKPD yang
olaan barang milik dacrah sclaku

pcmegang kewenangan
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14.

16.

17,

18.

10.

20.

21.

22,

24.

25.

26.

2T

28.

Kuasa Pengguna Barang Milik Dacrah sclanjutnya discbut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pcjabat  yang ditunjuk olch Pengguna Barang untuk
menggunakan  barang  milik dacrah  yang berada dalam
pcnguasaannya dengan scbaik-baiknya.

Pcjabat Pcnatausahaan Pengguna Barang adalah Pcjabat yang
melaksanakan fungsi tala usaha barang milik dacrah pada
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya discbut
Pengurus Barang adalah Pcjabat dan/alau Jabatan Fungsional
Umum yang discrahi lugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pcjabat yang discrahi
tugas  mencrima, menyimpan, mengeluarkan,  dan
menatausahakan barang milik dacrah pada Pcjabat
Pcnatausahaan Barang.
Pengurus Barang  Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi lugas menerima, menyimpan,
mengcluarkan, menatausahakan barang milik dacrah pada
Pcngguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
pcnatausahaan barang milik dacrah pada Pengelola Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan  administras
maupun leknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pcngguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang discrahi Lugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, mcnatausahakan dan
mempertanggung jawabkan barang milik dacrah pada Kuasa
Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang mclakukan penilaian  sccara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas sualu objck penilaian berupa barang milik
dacrah pada saal Lerientu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusal dan Penilai
Pemecrintah Dacrah.

Pengelolaan Barang Milik Dacrah adalah kescluruhan kegiatan
yang mcliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanlaalan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pcngendalian,

Perencanaan  Kcbutuhan adalah kegiatan  merumuskan
rincian kebutuhan barang milik dacrah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan dalang.

R'er'lcana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKBMD, adalah dokumecn perencanaan kebutuhan
barang milik dacrah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan olch Pengguna
dBaran;; dalam mcngelola dan menatausahakan barang milik
Y . ¥ SrNESE ben " . = 7 5 b
bgf;:::ngg::g;;'swum dengan tugas dan fungsi SKPD yang
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29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang
L\ld'ak digunakan ulnluk pcnyclenggaraan tugas dan fungsi
SKPD dan/atau optimalisasi barang milik dacrah dengan tidak
mengubah status kepemilikan,

30. Scwa adalah pemanfaatan barang milik dacrah olch pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan  mencrima imbalan uang
tunai.

31. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah dacrah dalam jangka waktu tlertentu (anpa
mencrima imbalan dan sclclah jangka waktu tersebut berakhir
discrahkan kembali kepada Bupali.

32. Kerja Sama Pcmanfaatan yang sclanjutnya disingkat KSP
adalah pendayagunaan barang milik dacrah olch pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam  rangka pcningkatan
pendapatan dacrah atau sumber pcmbiayaan lainnya.

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah
pemanfaatan barang milik dacrah berupa tanah olch pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan olch pihak lain terscbut
dalam jangka waktu tertentu yang (elah discpakati, untuk
sclanjutnya discrahkan kembali tanah beserta  bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya sctclah berakhirnya
jangka waktu.

34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah
pemanfaatan barang milik dacrah berupa tanah olch pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan sciclah sclesai pembangunannya discrahkan
untuk didayagunakan olch pihak lain terscbut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

35. Kerja Sama Pcnycdiaan Infrastruktur yang sclanjutnya
disingkal KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan
usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Pcnanggung Jawab Proyck Kerjasama yang sclanjutnya
disingkat PJPK adalah Mcnteri/Kepala Lembaga/Kepala
Dacrah, atau badan usaha milik ncgara/badan usaha milik
dacrah scbagai penyedia atau penyclenggara infrastruktur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah.

38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik dacrah
kepada pihak lain dengan mencrima penggantian  dalam
bentuk uang.

39. Tukar Mcnukar adalah pengalihan kepemilikan barang  milik
dacrah yang dilakukan antara pemerintah pusal  dengan
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antlara
pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian utama dalam bentuk barang, paling scdikit
dengan nilai scimbang.

40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusal kcpada pemcerintah dacrah, antar pemerintah dacrah,
atau dari pemerintah dacrah kepada pihak lain, tanpa
mempcrolch penggantian.
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41. Pcnycr.lsjlan Modal Pemcrintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan barar?g milik daerah yang semula merupakan
kckayaan yang tlidak dipisahkan menjadi kckayaan yang
dipisahkan untuk dipcrhitungkan scbagai modal/saham
dacrah pada badan usaha milik ncgara, badan usaha milik
dacrah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki ncgara.

42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan barang milik daerah.

43. Penghapusan adalah lindakan menghapus barang milik dacrah
dari daltar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabal
yang berwenang untuk membebaskan  Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/alau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan [isik atas barang yang berada
dalam pcnguasaannya.

44. Pcnalausahaan adalah rangkaian kegiatan yang mcliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mclakukan pendataan,
pencalatan, dan pclaporan hasil pendataan barang  milik
dacrah.

46. Dokumcen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan
bukti kepemilikan atas barang milik dacrah.

47. Daftar barang milik dacrah adalah daftar yang mcmuat data
seluruh barang milik daerah.

48. Daltar barang pengguna adalah daflar yang memuat data
barang milik dacrah yang digunakan olch masing-masing

Pcngguna Barang.
Daftar Barang Kuasa Pcngguna adalah daftar yang mcemuat

49,
data barang milik dacrah yang dimiliki olch masing-masing
Kuasa Pcngguna Barang.

50. Rumah Ncgara adalah bangunan yang dimiliki Pemcerintah
Daerah dan berfungsi sebagai tempal tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga serlta menunjang pelaksanaan
tugas pcjabat dan/atau pegawai ncgeri sipil pemcrintah dacrah
yang bersangkutan.

51. Pihak lain adalah pihak-pihak sclain Kementerian/ Lembaga
dan Pemcrintah Dacrah.

52. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan dacrah
adalah pcmbakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah
dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan
standarisasi.

53. Standarisasi harga barang adalah penclapan besaran harga
barang scsuai jenis, spesilikasi dan kualitas dalam 1 (satu)
periode tertentu.

54. Pcmbinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan

tertib

atau tindakan yang bcertujuan untuk mewujudkan
administrasi pcngelolaan barang.
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Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan, Asas Pclaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Dacrah

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang untuk:

a. mengamankan barang;

b. menycragamkan  langkah-langkah dan  tindakan dalam
pengelolaan barang; dan

c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang.

Pasal 3

Pcngelolaan barang bertujuan untuk:

a. menunjang kclancaran pclaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dacrah;

b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan

c. terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, clektil dan cfisien.

Pasal 4

Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan azas [ungsional,
kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, clisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 5

Ruang lingkup Pcraturan Bupati meliputi :
pcjabat pengelola barang milik dacrah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pcengadaan;
pcnggunaan,
pcmanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;
pemindahtanganan;
pcmusnahan;
penghapusan;
penatausahaan;
pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

. pengelolaan  barang milik daerah pada SKPD yang
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah:

n. barang milik dacrah berupa rumah negara; dan
0. ganli rugi dan sanksi.
Barang milik dacrah mcliputi:
a. barang milik dacrah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD; atau

b. barang milik daerah yang berasal dari perolchan lainnya vang

sah.

JTFTISE oo ac o
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c. Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk
mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain
scbagai pcmbayaran atas tagihan kepada pemcerintah dacrah.

d. Barang milik dacrah tidak dapat disita sesuai dengan
ketentuan pcraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufl a,
dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) barang milik dacrah yang bcerasal dari perolehan lainnya yang
sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul b,
dilcngkapi dokumen perolchan.

(3) Barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 7

Barang milik dacrah yang bcrasal dari perolechan lainnya yang

sah, mcliputi:
a. barang yang dipcrolch dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis;

b. barang yang diperolech sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;

c. barang yang dipcrolch berdasarkan kelentuan peraturan
perundang-undangan;

d. barang yang dipcroich bcrdasarkan putusan pcngadilan
vang telah mempunyai kckuatan hukum tctap; atau

c. barang yang dipcrolch kembali dari hasil divestasi atas
penyertaan modal pemcrintah dacrah.

Pasal 8

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau secjenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurul a meliputi
hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga
internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Barang yang  dipcrolch scbagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurul

b antara lain bcrasal dari:

a. kontrak karya;

b. kontrak bagi hasil;

c. kontrak kerjasama;

d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan

€. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur.,
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BAB 11
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Dacrah
Pasal 11
(1) Bupati adalah pemegang kckuasaan pengelolaan barang milik
daerah.

(2) Pemcggng kekuasaan pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

barang milik daerah
berwenang dan

bertanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunaan, pemanf(aatan, atau

pemindahtanganan barang milik daerah;

menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah;

d. menectapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik dacrah;
mengajukan usul pecmindahtanganan barang milik daerah

c.

.
yang memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan  barang milik daerah sesuai Dbatas
kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam

bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
Bagian Kedua
Pcngelola Barang
Pasal 12

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan

bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

perawatan barang milik daerah;

ul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik dacrah yang mcmerlukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanlfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah

yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

[ melakukan koordinasi dalam pclaksanaan inventlarisasi barang
milik dacrah; dan

g. melakukan pengawasdn dan pengendalian atas pengelolaan

pemeliharaan/
c. mengajukan us

barang milik dacrah.
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Bagian Ketiga
Pcjabat Penatausahaan Barang
Pasal 13

(1) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengeclolaan barang
milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pejabat
Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pcjabal Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. membantu  mencliti dan  memberikan pertimbangan
persctujuan dalam pecnyusunan rencana kebutuhan
barang milik dacrah kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemcliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang;

¢. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik dacrah yang mcmerlukan persctujuan
Bupati;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik dacrah;

€. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disctujui oleh Bupati atau DPRD;

[. membantu Pengelola Barang dalam  pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik dacrah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyclenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola
Barang, scrta barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik dacrah; dan

J.  menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Kcempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 14
(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2) Pf:ngguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggung jawab:
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mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran

a.
barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;

b. mengajukan pcrmohonan penctapan status penggunaan
barang yang diperolch dari beban APBD dan perolchan
lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik

dacrah yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
mengajukan usul pcmanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik dacrah bcrupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persctujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan pecnyelenggaraan tugas dan [ungsi SKPD
yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
mengajukan usul pcmusnahan dan penghapusan barang

)

h.
milik daerah; :

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

j. mecnyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna

semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengclola Barang.

Pasal 15

dapat melimpahkan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(1) Pengguna Barang

(3)

Bagian Kclima
Pejabat Pcnatausahaan Pengguna Barang

Pasal 16
(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.
(2) Pejabat Penatausahaan
dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oleh Bupati
Pengguna Barang.

Pengguna Barang sebagaimana
/ atas usul
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(3) P.C_]Elbat. Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan barang milik dacrah pada Pengguna Barang.

(4) ngabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah pada Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penelapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. mencliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang dilaksanakan olech Pengurus Barang dan/atau
Pengurus Barang Pembantu;

d. menyusun pcngajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daecrah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyclenggaraan tugas dan  fungsi
Pengguna Barang dan scdang tidak dimanfaatkan olch
pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

g. mencliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan olch Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang
(SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran
Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah
dari gudang penyimpanan,;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
sctliap scmester dan scliap tahun;

j- melakukan  verifikasi scbagai dasar memberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik
daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang sctiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau
Pengurus Barang Pembantu,

Bagian Kcenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 17

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul
Pejabat Penatausahaan Barang,

(2) Pengurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pcjabat yang membidangi  fungsi pengelolaan
barang milik dacrah pada Pcjabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang dan berltanggungjawab:
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(4)

(6)

(1)

a. memba it de ;

perseLuF:;Jnmege[lltl dan menyiapkan bahan pertimbangan
! ~dalam penyusunan rencana kebuluhan

barang milik dacrah kepada Pejabal Penats

Barang: J cnatausahaan

b. mcr‘nbal.']tu mencliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
pcrsct'u_]uan dalam penyusunan rencana  kebutuhan
pemeliharaan/perawatan  barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang; ’

c. men:yiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemmd'ahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Bupalti ;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pcmus::lahan, dan pcnghapusan dari Pengguna Barang,
scbagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang
milik daerah; '

¢. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan dari
Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyclenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

f. menyimpan dokumen asli

daerah;
g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
h. melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang milik daerah; dan
i. merckapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
semesteran dan tahunan scrta Laporan Barang Pengelola
sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara
fungsionai bertanggung jawab alas pclaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang mclalui Pejabat Penatausahaan
Barang.
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengclola yang ditetapkan oleh Pejabat
Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa -
atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pckerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

kepemilikan barang milik

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 18

Pengurus Barang Pengguna ditctapkan oleh Bupati atas usul
Pengguna Barang.
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(2) Pengurus Barang Pen i
gguna sebagaimana dimaksud €
ayal (1), berwenang dan bertanggungjawab: i
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan_ _permohonan  penctapan  status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;
¢. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik

daerah;
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memcrlukan persctujuan
DPRD dan barang milik dacrah selain tanah dan/atau
bangunan;
[. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyclenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang lidak dimanfaatkan pihak
lain;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan

nota permintaan barang;
j- mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Pecjabat Penatausahaan Barang Pengguna;
k. menycrahkan barang berdasarkan  Surat
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;
membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan

Perintah

tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pecjabat
Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi
fisik barang milik dacrah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: [otokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan

asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. mclakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;

dan
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna

Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pengguna scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) secara administratil bertanggung jawab kepada Pengguna
Barang dan sccara fungsional bertanggung jawab atas
pclaksanaan tugasnya kcpada Pengelola Barang mclalui
Pcjabat Pcnatausahaan Barang.

(3)
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(4) Igalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
engurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pcngguna yang ditclapkan oleh Pengguna
Barang.

(5) Pengurus Barang _ Pengguna dilarang melakukan kegiatan
pcrd.agangan, pckerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak scbagai penjamin atas
kegialan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

Bagian Kcdcelapan
Pcngurus Barang Pembantu
Pasal 19

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul

Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2) Pembentukan Pengurus Barang Pcmbantu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan

jumlah barang yang dikclola, beban kerja, lokasi, kompetensi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana

penganggaran barang milik dacrah;

b. menyiapkan usulan permohonan  penelapan status
penggunaan barang milik dacrah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;
melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik

kebutuhan dan

dacrah;
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada

pada Kuasa Pengguna Barang;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persctujuan
DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atau
bangunan;
[. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan lungsi Kuasa
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;
mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa
Pengguna Barang;
k. menyerahkan barang berdasarkan  Surat  Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita
acara penyerahan barang;
1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
tahunan;
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. memberi label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabal

Penatausahaan Pcngguna Barang melalui Kuasa Pengguna

Barang atas pcrubahan kondisi fisik barang milik daerah

pengecckan fisik barang; .

o. mclakukan stock opnamc barang persediaan;

p. menyimpan dokumcn, antara lain: fotokopi/salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik
daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang  setiap bulan yang

disampaikan pada Pcngguna Barang melalui  Kuasa

Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

5 2

Pasal 20

Contoh format keclengkapan Tata cara pclaksanaan pc_ngelolaan
barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam- lamplr.a.n yang
merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buleleng.

Dilctapkan di Singaraja
pada tanggal 23 Nopember 2017
BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.
DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd idih.bulelengkab.go.id

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001
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